KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

PERATURAN DESA BATURSARI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BATURSARI,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman
Perencanaan Pembangunan Desa BAB III huruf C nomor 7
¢, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD

b. untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Rencanan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

3: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

; tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 9587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1203);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 590);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015
Nomor 14, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 57);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016
tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 72
Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan
Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2021
Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung
Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan
Pembangunan Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung
Tahun 2022 Nomor 69);

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);

Peraturan Desa Batursari Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Pemerintah Desa Batursari Kecamatan
Candiroto Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa
Batursari Tahun 2017 Nomor 3);
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20. Peraturan Desa Batursari Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa Batursari Kecamatan
Candiroto Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa
Batursari Tahun 2019 Nomor 3);

21. Peraturan Desa Batursari Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Batursari Tahun
2019 Nomor 5 );

22. Peraturan Desa Batursari Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2023 - 2028 (Lembaran Desa Batursari Tahun 2022
Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Desa Batursari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Desa Batursari Nomor 7 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Batursari Tahun 2024
Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATURSARI
dan
KEPALA DESA BATURSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat h.ukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
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Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan
adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut
Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan
Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya
masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.,

SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan,
verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif
kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang
dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa,
masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan
rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta
data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif
Desa dan masyarakat Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut
RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah
dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian
dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan
Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui
mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
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17.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

18. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten /kota

dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah
dikurangi dana alokasi khusus.

19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
Desa.

20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna
mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis
usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan tujuan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP

DESA

A.Hasil evaluasi tahun 2024

B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024
terhadap RPJM Desa

BAB III: VISI, MISI, DAN ARAH
KEBIJAKAN
A. Visi
B. Misi
C. Arah Kebijakan

BAB IV: RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA

A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa;

B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja
sama antar- Desa dan pihak ketiga;
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C.Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa
sebagai kewenangan penugasan dari
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada
pemerintah provinsi, dan daerah.

B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.
BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)
2. Dokumen Pendukung RKP Desa:

a. Pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke
desa(Format F.1.10 dan F.1.11)

b. Rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1,
F.1.12.2,danF.1.12.3); dan

c. Rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13)

d. Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang
telah diverifikasi oleh tim verifikasi.

e. SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.

f. Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati
bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama
antar Desa.

g. Berita Acara penyusunan rancangan RKP Desa

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan

Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan Desa Tahun 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana
kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh
Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.
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Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, Krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan
disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan
dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2025

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Batursari

Pada’ tanggaI\SO September 2024
KEPAf’ DESQ:,‘

angkan di Desa Batursari
. 30 Septeber 2024
B ESA BATURSARI

N

‘M mmMAD FAJAR
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F.l.a2
FORMAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN 2028
BATURSARI
KECAMATAN CANDIROTO
KABUPATEN :  TEMANOOUNO
PROVINSI i JAWATENOAH
Bidang/ Jonis Kegintan Biayn dun Sumber Pembiaynan Pola Pelakssnann
4 Ke- Duwta Exsialting Tahun Berfalan Target Capalan Tabun Lowasl Valume Basaran/ Manfaat Waktu - = Rencana Pelaksana Keglatan
Bidang Jenis Kegatan Jih (Rp} Bumber Akar Pihak K
b € d ] I g h i A k [ m n a P
Feayshongrarses
3 2028
Fameriatahas Desa
‘Sub bidang
|penyelenggaraan
""""P"‘"“‘":"m a | Siltap dan Tunjangan Kades 16,18 Batursar 1 Orang "‘I“""’]“"’m“‘“‘“ Januari-Desember 6.000,000 ADD v Kaur Tata Pemerintahan
operasanal
| pemerintahan desa =
& | Siltmp dan Tunjangsn Perangkat Desa 16,18 Batursar| 15 Orang kese{shterann Januari b 411.396.000 ADD v Kaur Tata Pemerintahan
& d."‘:?""""‘""‘“"' Boslel bagl Kidas 16,18 Batursari 16 Orang Fedes/PeninghMan | 1y yqri.Deserabier 2.180.784 ADD v Kaur Tota Pemerintahan
" Pemdes/Peningkatan
f 16,18 Batursari 12 Bulan Jununri-Desember 59.020.000 | ADD/BHP/BH v Karir Tats Usabs dan Umum
il keacjahterann R/FAD/DLL
mnggots
Tunjangan BFD 16,18 Batursarl 7% 12 Bulan BPD,Peningk fanuri b 23.400.000 ADD v Kaur Tata Pemerintahan
o Kesejahteraan
mnggoa
1 | Operasional BPD 16,18 Batursari 12 Bulan BPD/Peningkatan Janusri:Desember 2.000.000 ADD v Kaur Tata Usaha dan Umum
¢ | insentit/ Operasional RT/RW 1618 Basursari 12 Bulan g ey Jariuari-Descmb 43.200.000 [ APBD Kab v Kaur Tata Pemerinmhan
0j Pemdes Femdes /Peni s
Y i e 16 Batursari 12 Bulan SD Perangin 27.400.000 1) v Kaur Tata Usaha dan Umum
7] SohehaninaLaamk Repls Dok CAn 16,18 Barursari 12 Bulan e Januari 64.800.000 PAD v Kaur Tata Pemerintuhan
Perungiat (enghok] Johig s rian
dan Prasarena i i/ Rababil 16 Batursari 1 Kegintan Pendsa § J i-D DLL v Kaur Tata Usaha dan Umum
Pemaerintah Desa Xantor Desa SDM Perangkat
Pembangunan Kantor Desa 16 Batursari 1 Kegintan Peoplen )| Py Januani 150,000,000 |  Banprav v Kasi Pemerintahan
[Sub Badang
Administrasi
Penossaian k l:-um Dees hi » Batursarl 3 Kegiatan y Januar 14,383,000 {+1:] v Kasi Pemerintahan
Sipil, Statistik dan
[ Retnapony
(B KT DTPPFM. 19 Batursari 2 Semesater tan Pelayanan Januar-Desember 3.000.000 e v Haur Prreneanaan
S B T Tenugeoiah Pelarioes 1
Fraja
Pemarintahan, Prrenca
naan, Keuangan dan
"“‘hmn. .‘nel'. 4
Z @JEMH , 16,18 Batursari L Kegintan i i Januark-Descmb 10.860.000 FBH v Kaki Baueriniaing

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

e i Lot R e E T . \ % % T e L e Tt i et e e i e R A R R R AR S e I S S N SR

Fla2
FORMAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA [RKP-DESA)

TAHUN 2025
DESA :  BATURSARI
KECAMATAN :  CANDIROTO
KABUPATEN : TEMANGGUNO
PROVINSI : JAWATENOAH
Bidang/ Jorus Kepatan Biuyn dan Sumber Pembinynan Pola Pelaksanann
e SDgs Ke- Data Elisiting Tabun Becjalan |  Target Capaian Tabus Lokast Velume Basaran Manfaat Wakitu = pro= Rencuna 2
Bidang Jenia Krgain Jih Rpl Sumber | Swakelols | »iur Desn | Pihak Ketign
a b ] d - L g h i ] k ] m n a P
[ D;W'l 16,18 Batursar 1 Kegintan e 2 mnuari-D b 7.300.000 DD v Kaur Perencanaan
| Rty wminmarhiateon.gridins) 16,18 Batursari 2 Xegiatan -y il Januari b 17.600.000 bD v Kaur Perencanaan
» Fm‘“"‘“‘,m‘"‘““ Kagads B 16,18 Batursari 1 Kegintan Teniogny N“:m' | JanuaD 1.250.000 PBH v Ko Pervacanasn
q | Pengembangan SI0 04.16.18 Batursari 3 Kegintan "‘“m’:“'“ "‘m“" Januarsi-descmber 71704000 | DDS PBE
elayanan Publik
t | Pesilihan/Peagangkatan Perangkat desa 16,18 Batursari P Pening " Samuari-Desem® 26.340.000 | PAD/ADD v Kasi Pemerintahan
—‘F.&' » | Keg Penyulubahn Pertanahan 16.18 ' Batursari 1 Kegiatan Penyuluban Januari-Desemebr 800000 DL
t | Administrasl Pajak Bumi dan Bangunan 16,18 Batursari 1 Tahun Tanah Kes Desa Januari-Desember 10.223.596 DLL v Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang | 960.166.380
0. | Pembaaguass Dess
E"!“"! ak u | Penyelenggaraan PAUD /TK Milik Desa 4 Batursari 8 omng Pmith ’“'_'I"""J"“' Januari-Desember £.400.000 DD v Kasi Pelayanan
b | Insentif /honer Guru TPQ “ Batursari 9TPQ | ';And n“‘"‘""" Januari ! 13.500.000 Do v Kasl Pelayanan
¢ | Dukungan Penyelenggaraan PAUD . Batarsast 11K ingh .du:"'“"’ Januari b 5.000.000 DD v Kasi Pelayanan
d | Pelatihan Bersama fkonsinyering TFK “ Batursari 1 kegiatan Peningkatan SOM Januari-Desember oo v Kasi Pelayanan
siffi RO Dinam eiine Mk 4 Bacursari 1 Kegintan T ; i 400,000,000 oD v Kasl Kesejahternan
Sub bidang . [E&W'E"I FKD /Pelindes 3 Batursari 1 Kegiatan K ) b 3.000.000 pD v Kasi Pelayanon
b | Penyeienggaraan Posymndu
Insentif Kader Kesehatan 3 Batursari 12 Bulan P E‘;”m“:‘”"' Januari b 30,600,000 oD v Kas{ Pelayanan
mwm'n.r Htiina R 3 Baturserl 12 Bulan . wﬁ_::'“"‘ sanuar 10.000.000 oD v Kasi Pelayanan
PAT Balita 3 Batursari 12 Bulan Peniogkatan Kealitas | Januari Descmber 12,000,000 pD v Kaai Pelayanan
PAT Balitn BOM 3 Batursari 12 Bulan """""'h‘;';‘::‘”“" Januari-Dessmber 2.000.000 po v Kani Pelaymnan
PMT Lansin 3 Batursari 12 Bulan Pl ?;nhm":"“" Januari-Desem 4.500.000 oo v Kasi Pelaymnan
PMT Bumil Risti 3 Batursari 12 Bulan b mhl:“"'ﬁ"' Januari-Desember 1.500.000 oo v Kasi Pelayanan
Kelas [bu Hamll il Batursar 12 Bulan *“"""‘mm"“‘“ Januari-Desember 2.000.000 oD v Kasi Pelayanan
Balita Kurang Cizi
Penangganan Stunting 3 Batursari 3 Bulan Peningkatan tumbuh | Januari -Destmber 22.525.000 DD v Kaai Prlayanan
K:I::lblng ak, Keschatan
ani
¢ | Penyuluhan dan Pelatihan Bid Keschatan) bl
Peayuluhan Penyakit T8 Paru 3 Batursari 1 Kegatan b sty Mei 6660000 DD Kasl Prlayanan
Penyubub Batursard 1 Kegistan O Junk 6.625.000 bp v Kasi Pelayanan
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FORMAT RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA|
TAHUN 2025
DESA ¢ BATURSARI
KECAMATAN :  CANDIROTO
KABUPATEN ¢ TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWATENGAH
Bidang/ Jenis Kegintan Bisyw dan Sumber Pembiayman Pola Pelaksanann
e duk Data B3 g Tabun Berjalan | Target Capaian Tahun Lok Volume Sasarun/ Manfast Walktu Pelak T Rencana Peisksana Kegintan
e Jih (Rp) Bumber | Swakelola | Kedewme | ek
a b 3 d - I g h T y] 3 T m n ° 2
d | Penyelengguraan Desa siaga 3 Batursar 1 Kegintan "I"'I""“; a0 | Jnnuasi- desemt 5.000.000 ) v Kasi Pelayanan
« | Bina Keluargs Balita/BKE) 3 Batursari 12 Bulan Hadec et Januari- b 2,000,000 DD v
f | Paslitnsi Forum Keachatan Desa (FKD) E) Batursari 12 Bulan s ""‘“"t Jarari 3,000,000 DD v Kasl Pelayunsn
Insentif Knder Pembangunan Manusia 3 Batursari 12 Bulan F BDM Ji ri-D b 1.800,000 DD v Kaal Peluyunan
Peningleatan Kwalitas
Fasilitasi Pembinaan PPKBD,/ Sub Kesehatan M
| itz o 3 Batursari 12 Bulan oA mm Januari-Desember 3.000.000 bD v Kasi kesejahiternan
KB
‘wub bidang pekerjoan . M kst Kanl Keacjahi i
wrwm cion Penatoon | @ e 1,289 Batursari PIOMELAM by Januari -0 200,000,000 |  Banprov v pe e
b | Pemgerasan Jalan Usaba Tani 1,289 Gelaran 24x2ME0,15M hmm Jantad-Desmmier B6.067.400 oo v Kaai Kescjahiernan dan
¢ | Senderan Jalan 1389 Gelaran | HMAlME0dOMdan | o ingkatan sarana jalan|  Januari-Desember 40.489.000 oD v e K seiaiscins dasi
4 | Pembangunan Plat dueicer 12,89 Warpayeec. Peninglatan sarana jalan | Januarl Desember 14.010.000 oD v Easi Kescjahternen: dan
| Pembang Lapangan Voli 1289 Dan Batursari : umnm v— 48,882,550 bD v Kusi Keocjahtornan dun
f | Barpras RT/RW Dn Legundi Den Legundl RT (RW Junuuri -Desember 50.000.000 | Bankeu Kab v Kasl Keaejahtocunn dan
N!mm
5 | R Dsn Gelaran Warga Jamuar-Desember 15.000.000 | BanKeu Kab v Yasi Kancjaliterann duy
h | Pengelolnan Jaringen Desa Batursari k Januari-Desemb 10,000,000 DDS v Kasi Pemerintahan
fang 2 1.007.589,980
m Bldmng Pembigann
Eamasyeraksian
| et Katergihat Pelatihan Kesiap siagaan /Tangga Prmuda /Sisp &
| P ; a niaga Kasi Kesejahternan dan
In&mh * | Bencans Skele D 16 Batursari 1 Kegiatan | Hdak terduga Januari - desember 45.443.000 oD v ""
Sub Bidang
budayoan dan = | Peringntan HUT RI 16.18 Batursari 1 Kegiatan Agustus 1.100.000 PBH v """‘m"“'h"“"“
b | Sarpras Kesenian Warok 16,18 Krecek 1 Kegistan Januari-Desember 25.000.000 FBK v ¥aal B .’-'h s
Sub Bid Kepemudaan
dan Olahraga & | Pembangunan Gedung Olahraga 3 Den Batursar 1 Keglatan Januari-Desember 50,000,000 PBK v Kasi Peluyanan
Sub Sidang
Kelembogaan ¢ | Pembinsan LPMD 16,18 Batursari 1 Tahun Januari-Desember 3,600,000 ADD v Kasi pelayanan
Pembinaan PKK 16,18 Batursari 1 Tahun Janupri-Desember 1,001,400 ADD v Knal pelayunan
- Pembinaan KPMD 16,18 1 Tahun Janunri-Descmber 5.000.000 | BAN GUB v Kasi pelayunnn
v
IV. [ Pemberdayuan
™ 91.701.400 v
sub Bidang keloutan
dan perikenan
Sub Bidang pericnian
ol a =T
|entasmican ® |Tersier/ sederhanan o 36,11,13 Hatursari 1 Kegintan Susruk Kali Januari-desember 8.540.000 DD v Kasi Pelaynnan
— b | Pelnthan Pasks Prnen 5,18 ‘Bararsari 1 Kegintan Peningloatan SDM Januan-Desember_| 24.791,000 | [} v Knai Pelayannn
koperas Usaha . Ik
Mikro/ keeil dan Expo desa bersama di Kecamatan 89.16 Batursari | Kegintan Pereknnomian Masyaraat] ST L 25,000,000 oo v et Jotinid
| Menenaah LM
FL12
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FORMAT FENCANA KEMIA PENMERINTAN DIEWA (KKF DA}

TANLN 2043
DiEsA BATURSARI
KECAMATAN CANDIROTO
KABUFATEN TEMANOGUNG
PROVINS] JAWA TENCGAH
Hedang/ Jenis Kegiatan |
e Shngs K Dt Khensaiting Tabin Berpoban Tt Capusian Taban Lok ani Wi Fsmmsas  Haslasl ™ e 1 Hencana Pricesens Kegeoars
Bidang Jeris Kegiatan Sy | Sember | Swesiee | K0ems | Kegassma
a b [ o | Acter [hews | Pihah Ketag
- F ] » [ O i ] { - 1 - 1 )
Expa Tinghat Dess LEAL (- 1 Kaghateis - | Feniuglten Lot L e 100, | 88 200 noG ! v
seuly biclng chukuangan D - i
 penanaman modal Penyertaan Modal Bumdes [Tovpe— 1 Nogiatan Bandue [Fompericsn Sasmear, Matatenrt | 00 B0 [ } W
- e . e ————— —
T a4 477 000 1
! | T3 an so T30
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